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INTISARI

Pengadaan tanah lokasi SPN Belanting merupakan salah satu
kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Pelaksanaan pengadaan tanah SPN Belanting didasarkan atas ketentuan
Keppres No. 55 Tahun 1993 jo. PMNA/Ka.BPN No. 1 Tahun 1994. Ganti
kerugian merupakan isu sentral dalam setiap pengadaan tanah. Oleh
karena itu, dalam setiap pelaksanaannya sering dijumpai permasalahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidak
sesuainya pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah
Polisi Negara di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten
Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ketentuan Keppres
55 Tahun 1993 jo PMNA/Ka.BPN No. 1 Tahun 1994.

Dalam penelitian dipergunakan metode deskriptif dengan pendekatan
survei. Populasi meliputi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
pengadaan tanah SPN Belanting, terdiri dari Panitia Pengadaan Tanah,
Instansi yang membutuhkan tanah dan para bekas pemilik tanah.
Pengambilan sampel dilakukan hanya untuk para bekas pemilik tanah
menggunakan teknik proportional cluster random sampling sebesar 30%
dari jumlah bekas pemilik tanah untuk tiap kelompok. Pengelompokan
didasarkan atas penggunaan tanahnya yaitu pertanian sebanyak 56 KK
dan non pertanian sebanyak 72 KK, sehingga sampel keseluruhan
berjumlah 38 KK. Tehnik analisis data dilakukan dengan tabel frekuensi
dengan persentase sehingga dapat diinterpretasi kemudian dievaluasi
untuk diketahui sesuai tidaknya pelaksanaan pengadaan tanah tersebut
dengan ketentuan dalam Keppres No. 55 Tahun 1993 jo. PMNA/Ka.BPN
No. 1 Tahun 1994.

Dari pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah SPN Belanting yang
diteliti, diketahui bahwa pelaksanaan pengadaan tanahnya belum
sepenuhnya sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan penetapan batas lokasi
yang dilaksanakan sebelum penyuluhan, tidak dibuatkannya surat kuasa
diketahui Kepala Desa sebagai dasar perwakilan dalam kegiatan
musyawarah, penetapan bentuk ganti kerugian yang berbeda dan
pembuatan surat pemyatan pelepasan hak yang digabung dengan tanda
terima ganti kerugian dalam bentuk berita acara. Dari anasisis data yang
dilakukan diketahui bahwa belum seluruhnya sesuai pelaksanaan
pengadaan tanah SPN Belanting disebabkan antara lain oleh keterlibatan
pihak ketiga dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang mengakibatkan
pemberian bentuk ganti kerugian yang berbeda, keterbatasan yang
bersumber pada pelaksana pengadaan tanah dan masyarakat yang
^ri/ann ^annoHoon tanah monvphflhkan keniatan nfinetanan batas lokasi
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BAB

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan pembebasan tanah atau yang sekarang

berdasarkan Keputusan Presiden Rl Nomor 55 Tahun 1993 disebut

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

mempunyai suatu karakteristik yang sangat menarik. Pada umumnya

dalam pelaksanaan, masyarakat pemilik tanah yang terkena proyek

pengadan tanah tersebut cenderung banyak dirugikan.

Ketidakmampuan masyarakat pemilik tanah dalam menghadapi

kebijakan pemerintah memicu munculnya pihak yang dirugikan dalam

pengadaan tanah. Oleh karena itu, Maria SW. Soemardjono (2001:77)

menyatakan bahwa "dalam setiap pengadaan tanah untuk

pembangunan hampir selalu muncul rasa tidak puas, di samping tidak

berdaya, di kaiangan masyarakat yang hak atas tanahnya terkena

proyek tersebut"

Pengadaan tanah merupakan salah satu cara yang ditempuh

pemerintah dalam upaya menyediakan tanah untuk pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu hal yang tidak dapat ditunda apalagi

untuk negara berkembang. Tanah, pembangunan dan penggunaan



karena itu, I Made Sandi (1995:37) menyatakan bahwa "pembangunan

adalah penggunaan tanah". Dengan adanya pembangunan, baik yang

diprakarsai pemerintah, swasta maupun dari inisiatif masyarakat itu

sendiri nantinya tercipta suatu pola penggunaan tanah yang lebih

bermanfaat dalam usaha mencapai masyarakat adil dan makmur,

karena pola penggunaan tanah sendiri menurut beliau adalah dampak

dari segala kegiatan manusia di muka bumi.

Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pelaksaanan

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu

pelaksanaan musyawarah dan mufakat dalam upaya menentukan

besarnya ganti kerugian hak atas tanah, bangunan, tananam dan

benda lain yang berkaitan dengan tanahnya. Apabila hal tersebut tidak

dilaksanakan dengan baik maka akan terjadi konflik. Kita bisa melihat

kasus pengadaan tanah Waduk Kedungombo (WKO) yang

menimbulkan konflik berkepanjangan bersumber pada pelaksanaan

musyawarah guna penetapan bentuk serta besar ganti kerugian. Maria

SW. Soemardjono (2001:78) menyatakan "Masalah ganti kerugian

merupakan isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya

pengadaan tanah oleh pemerintah, dengan memanfaatkan tanah-

tanah hak". Pada umumnya pemilik tanah menuntut harga ganti

kerugian yang lebih tinggi dari harga pasar apalagi dari anggaran yang



Adanya tuntutan masyarakat seperti tersebut di atas

menyebabkan pengadaan tanah dalam pelaksanaannya selalu

menemui hambatan, disamping adanya kepentingan-kepentingan lain

yang disusupkan dalam pengadaan tanah tersebut. Perlu diperhatikan

bahwa pemberian ganti kerugian dalam pelaksanaan pengadaan tanah

merupakan wujud konkret dari penghormatan terhadap hak atas tanah

sebagai bagian dari hak asasi manusia di bidang ekonomi.

Menghadapi gejolak yang timbul di kalangan masyarakat selaku

korban dalam pengadaaan tanah, pemerintah berupaya mengadakan

peninjauan kembali bahkan menyempumakan peraturan perundangan

yang berhubungan dengan pengadaan tanah. Terbitnya Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1993 tentang

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan

umum jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksana

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993

tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk

Kepentingan Umum merupakan pengganti dari Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan

Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Konsideran pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

r r t~_l a r\r\**i



yang cukup dan untuk itu pengadaannya perlu dilakukan dengan

sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan lokasi tanah yang dibutuhkan, pada

umumnya terletak pada bidang-bidang tanah yang telah dikuasai oleh

masyarakat. Oleh karena itu, I. Soegiarto (1989:112) menyatakan:

"Land acquisition should give a special attention to the people who own

the land, that they not suffer, both in social and economic condition".

Pelaksanaan pengadaan tanah {land acquisition) harus

memperhatikan hak-hak pemilik tanah yang terkena proyek pengadaan

tanah. Ganti kerugian yang diberikan hendaknya memperhatikan nilai

atau keadaan sosial ekonomi termasuk budaya pemilik tanah sebagai

suatu penghormatan terhadap hak atas tanahnya. Jadi setelah

diberikan ganti kerugian, taraf kehidupan mereka tidak akan

mengalami kemunduran bahkan jika mugkin harus mengalami

peningkatan. Selain itu pengadaan tanah tersebut juga harus sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat.

Perwujudan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah dalam

pengadaan tanah juga dituangkan dalam konsideran huruf b Keppres

No. 55 Tahun 1993 menyatakan, bahwa pelaksanaan pengadaan

tanah tersebut dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam

kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang

sah atas tanah. Selanjutnya diuraikan dalam Pasal 3 menyatakan,



pembangunan umum dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan

hak atas tanah.

Keppres No. 55 Tahun 1993 diterbitkan dengan harapan dapat

menutupi kelemahan yang terdapat pada peraturan sebelumnya yaitu

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, tetapi

kesempurnaan suatu peraturan tidak akan berarti tanpa ada kesiapan

dari aparat hukum sebagai pelaksananya. Oleh karena itu, Maria SW.

Soemardjono (2001:77) menyatakan :

Akhirnya, nilai suatu peraturan tidak hanya terletak pada
pemenuhan asas-asas tersurat dalam ketentuan tersebut, namun,
juga (terlebih) pada faktor manusia/ pelaksananya. Suatu peraturan
yang tujuannya positif, bila tidak dilaksanakan secara konsekuen,
dalam arti sesuai dengan semangat yang meliputinya, dan konsisten,
dalam arti tidak memandang subyek waktu, serta tempat berlakunya
tidak ada manfaatnya untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai alat
untuk mencapa'i keadUan dan memberikan pengayoman kepada
masyarakat (Maria SW. Soemardjono, 2001:77).

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah

Polisi Negara di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten

Lombok Timur termasuk dalam salah satu jenis kegiatan pengadaan

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana

dimaksud dalam Keppres No. 55 Tahun 1993. Dalam pelaksaaannya

muncul berbagai aksi demonstrasi oleh masyarakat yang ada di Desa

Belanting yang merasa diperlakukan tidak adil dalam pelaksanaan

. . .



Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengadakan

penelitian dengan judul :

"Evaluasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Polisi

Negara Di Desa Belanting Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok

Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dirumuskan masalah

sebagai berikut:

" Bagimanakah pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan

Sekolah Polisi Negara (SPN) di Desa Belanting Kecamatan Sambelia

Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan

Keppres No. 55 Tahun 1993 jo. PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1994? ".

C. Batasan Masalah

Pelaksanaan pengadaan tanah yang dimaksud yaitu tahapan

kegiatan dalam pengadaan tanah dimulai dari penetapan lokasi

pembangunan sampai dengan pelepasan atau penyerahan hak atas

tanah berdasarkan Keppres No. 55 Tahun 1993 jo. PMNA/Ka.BPN

No. 1 Tahun 1994.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui sesuai atau tidak sesuainya pelaksanaan



Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ketentuan Keppres 55 Tahun

1993 jo PMNA/Ka.BPN No. 1 Tahun 1994.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu

pengetahuan di bidang pertanahan khususnya pelaksanaan

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

b. Untuk dapat memberikan masukan berupa saran dan pendapat

yang mungkin dapat berguna dalam rangka mengambil langkah

lebih lanjut di bidang pertanahan, khususnya mengenai kegiatan

pengadaan tanah untuk pembangunan.

c. Sebagai bahan evaluasi bagi Badan Pertanahan Nasional dalam

meningkatkan kualitas pelayanan.



BAB VI

PENUTUP

l. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap

pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Polisi

Negara (SPN) di Desa Belanting Kecamatan Sambelia Kabupaten

Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan pengadaan tanah lokasi SPN Belanting belum

seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keppres No.

55 tahun 1993 jo. PMNA/Ka.BPN No. 1 Tahun 1994. hal tersebut

antara lain disebabkan oleh:

1. Keterlibatan pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pengadaan

tanah Pembangunan SPN Belanting yang menyebabkan

pemberian bentuk ganti kerugian yang berbeda dan munculnya

aksi demonstrasi.

2. Keterbatasan yang bersumber pada pelaksana pengadaan tanah

dan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Belanting yang

mengakibatkan pelaksanaan penetapan batas lokasi yang

dilaksanakan sebelum penyuluhan, tidak dibuatkannya surat kuasa

diketahui kepala desa sebagai dasar perwakilan pada kegiatan

musyawarah dan tidak dibuatkannya Surat Pernyataan Pelepasan



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pada dasarnya pengadaan

tanah adalah suatu persoalan yang sangat besar yang pada

pelaksanaanya akan selalu menimbulkan dampak dan masalah

tersendiri terutama bagi para bekas penggarap/pemilik tanah seperti

yang terjadi pada pengadaan tanah SPN Belanting ini. Oleh karena itu

dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan berbagai hal yang

mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dan

diusahakan pedekatan secara kekeluargaan dalam pelaksanannya bila

perlu dengan penijauan kembali terhadap perturan pengadaan tanah

yang sudah ada dengan lebih menitikberatkan pada perwujudan sektor

keadilan ekonomi dan sosial karena selain menderita kerugian bersifat

fisik, masyarakat yang terkena pengadaan tanah juga menderita

kerugian bersifat non fisik (immaterial).
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